
BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEFUTUSAN BUPATT KAMPAR
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPAT] DALAM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN FENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EAMPAR,

Menimbang: bahwe untuk melaksanakan keteotuan Pasal 37 Peraturan Menten

Metigangat ;

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelclaan Keuangan
Dose, perlu menetapkan Keputusan Bupeti tentang Pendclegasian

Kewenangan Bupatt dalam Evaluasi Rancarngan Peraturan Dee
tentang Angparan Pendapatan dan Belania Desa dan Rancaogean
Peratuan Desa tentang Angaran Pendapetan dan Belanja Deen

Perubahan kepada Camat.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah f[Lembaran Negara Republik [ndoncaia Tahun
1936 Namor 15);

2. Undang-iindang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomar

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
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Menetapkan

MEMUTUSEAN :

> PERATUBAN BUPATI TENTANG PENDELEGASLAN
KEWENANGAN BUPAT] DALAM EVALUASTD RENCANGAN

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANTA DRSA PERUBAHAN

KEPADA CAMAT.

BAB |

KRETENTUAN UMiM

Pasal 1

Dalam Pereturan Bupa in yang dimakseud dengan:
i.
Ze

a.

Daerah adalah Kabupaten Kamipar.

Bupa adalah Bupati KRampar,

Desa adalah kesatuan masyarakeat hukum yang memiltld bates

Wilayah yang berwrnany Wilk mengatur dan mengurms urysan

pemerinteahean, kepentingan mesyerakat setempat berdasarkan

prekarsa masyarikat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dthormati dalam sistem pemenntiahan Negara
Kesatuar Republik Indonesia.

Pemenintahan Desa adalah penyelenegearean wrlisen pemerintah
dan kepentingan masyerakat scternpat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang discbut dengan
name lain didantr perangkat Desa sebagai unaur penyelengeara
Pemerintahan Ges.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut

APBDesa, adalah rencana kevangan tabunan pemernintahen Gera.

Penerimean Desa adalah yang yang masuk ke rekening kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekeming kas
Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun

ailpearan yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalitan
oleh Desa

a

4.

6.

8.

9,

a



10.Belanja Desa adalah semua pengeliaran yang merupelan

kewajiben Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan

ditcrima kembah vich Desa,

11. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengéluaran yeng akan diterima keobal, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutean maupun pada tahun

Bnggaran berikutaya.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa ectelah dibahas dan disepakat
bersama Radan Permusyawareatan Desa.

13. Evaluasi adalah penpkajian dan penilaian terhadap rancangan
Perturan Desa untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan
umum dan/atau Peraturan Ferundan-undangan yang lebih tinggi.

BAB it

PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian Kesar
Pelaksanaan

Pasal 3

Bupati mendeiegasikan wewenang dalam evaluesi Rantanean
Peraturan Desa tentang APE Desa dan Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa Perubahan kepade Camat

Pagal 3

(1) Evaluasi Rancangan Perataran Desa tentang APB Desa dan

Rancangan Prraturan Desa tentang APB Desa Penibahan yang
telah didelepasikan oleh Bupati merupakan tangeung jawak
Camat sebagai penerima bupas delegasi.

(2) Camat menttapkan hasil ¢valuasi Kancangan Peraturan Deaa

tentang APB Desa dan Rancangan Peratitran Desa tentang APB
Desa Perubakan paling lama 20 [dua puluh| han kerja terhitung
eejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

dan Rancangan Peraturan Desa tentang APG Desa Perubahan.
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(i Dalam hal Camat tidak memberikan haail evaluasi dalam
batag waktu stbagsimana dimaksud pada ayst (2), rancangan
peraturan Desa dimakeud berlaku dengen sendinnya.

(4) Dalam hel hasil cvaluasi sebagaimana dimakaud pada ayat (2)
telah s¢euai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya
kepala Desa menetapkan menjadi Poraturan Desa.

[5] Dalam hal hasil evaluasi sebapaimana dimaksud pada ayat {2}
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundsng-undangan
yang Icbih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa
bersama BPD melakukan Penyenipumaan paling lama 20 fda
Puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

[S}Apabila hasil evaluasi sthagaimana dimaksud dalam ayat (5)
tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetep
mtnetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APE Desa
tnenjad) Peraturan Desa dan Fancangzar Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa menjadi Persturean Kepala Desa,
Camat membatalkan peraturan dimakeud dengan Keputusan
tlamat,

(7) Hasi] evaluasi Rancangen Peratucan Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Desa tentang APB Desa Perghahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditctapkan melalui Keputusan Camat.

(6 Camet tenyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan iigas
delegasi kepada Bupad melalui Sekretaris Dacrah,

Ragian Kedua
Penarikan

Pasal 4

(tj Bupa dapat menarik kembali pendelegasian dalam evaluasi
Rancangan Peraturan Dena tentang APH Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat
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{2} Penarikan Kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Prraturan Desa

tentang APB Desa Perubahan kepada Camat ditetapkan dengan
Peraturan Bupati

BAB I
PEMBIAYAAN

Pasal5

Biaya pelaksanaan Lugas pendelegasian dalam ¢valuasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APR Desa dan Rancangan Peraturan Dese

tentang APB Desa Pernibahern kepada Camat dibebankan pada

Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

BAR Iv
PEMBINAAN

Pasal 6

Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap

pelaksangan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepade
Camat melaiui Kepola Dinas Pemberdeyaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Kampar.
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BAB V
EETTENTUA NPE LTTUP

Pasal7

Peraturan Gupatt ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar acliap otang mengetahuinya, memenntahkan psengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oserah

Kabupaten,

Ditetapkan di Bangkinang

pada Tanggal, 17 arwar! A019

Ir
CATUR SUGENG SUSANTC

Pit. BUPATT RA

PRiundangkan di Bangkinang

pada tanggal,!? Jafuan Zol4
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

TUSEI
BERITA CAEFAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN “LolinoMor Let

a


